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EVALUASI PROSES DAN PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT 
PERUMAHAN (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU CILACAP 
SELVIA NURIYANTIKA 
F3607084 
Semakin berkembangnya jaman semakin banyak tuntutan kebutuhan hidup 
yang harus dipenuhi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok akan tempat 
tinggal, seperti yang tertuang dalam UU No. 4 Th 1992 bahwa rumah adalah salah 
satu kebutuhan dasar manusia serta dikembangkan untuk meningkatkan 
pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya hak dasar tersebut belum 
sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah kurangnya daya beli 
masyarakat. 
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis 
selain sebagai lembaga intermediasi juga sebagai agen pembangunan yang 
dituntut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut 
diwujudkan melalui penyaluran berbagai macam produk perbankan, salah satunya 
produk pembiayaan perumahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana proses dan prosedur pengajuan kredit perumahan (KPR) 
pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG 
PEMBANTU CILACAP, dengan menjelaskan tentang produk KPR yang ada 
pada PT. BTN (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU CILACAP, proses dan 
prosedurnya serta analisis yang digunakan. Sehingga masyarakat dapat 
mengetahui bagaimana KPR pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU CILACAP dan dapat memperoleh 
solusi untuk memenuhi kebutuhan pokok akan rumah. 
Berdasarkn hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpilan 
bahwa produk KPR pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk 
CABANG PEMBANTU CILACAP bermacam-macam disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat, poses dan prosedur mudah, namun masih terdapat 
keterlambatan proses hingga lebih dari 7 hari, hal tersebut karena keterbatasan 
SDM, serta analisis kredit yang cukup baik. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu: 
1) perusahaan sebaiknya menambah jumlah SDM bagian kredit, guna meingkatan 
pelayanan kredit. 2) perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan 
analisis kepada calon debitur karena kredit perumahan merupakan kredit 
konsumsi dimana jumlah dari kredit tersebut bisa ibilag dalam julmah yang cukup 
besar dengan jangka waktu yang cukup lama sehingga memiliki tigkat resiko yang 
cukup tinggi. 





A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi 
serta peningkatan taraf hidup masyarakat, maka semakin bertambah pula 
tuntutan kebutuhan hidup manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan 
akan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok. Rumah merupakan 
kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, hal tersebut tertuang 
dalam Pasal 28 H amendemen UUD 1945 dan UU No 4 Tahun 1992 
bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia serta 
dikembangkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. 
Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum 
sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan 
pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatif masih besar. Hal 
tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli 
masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam 
memenuhi kebutuhan akan rumahnya. 
Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai 
peranan penting dalam bidang perekonomian suatu negara (khususnya 
dibidang pembiayaan). Hal ini, didasarkan atas fungsi utama perbankan 
yang merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana 
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(surplus of fund) dengan pihak yang memerlukan dana (lack of fund), 
selain itu juga berperan sebagai agent of development yang dapat 
mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan 
kemudahan proses pembayaran. Peranan penting tersebut telah ditunjang 
dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari 
UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan dasar kepada 
lembaga perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat, memilki peran strategis untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan 
pambangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 
nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 
Berdasarkan uraian tersebut perbankan dituntut mampu 
meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, peran tersebut diwujudkan 
perbankan melalui kegiatan bank yang menyalurkan dana kepada 
masyarakat melalui berbagai produk guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank guna ikut 
berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak melalui 
pemenuhan kebutuhan pokok adalah dengan menawarkan produk 
pembiayaan rumah atau biasa disebut KPR, adanya pembiayaan rumah 
atau KPR bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang berpenghasilan 
rendah memiliki rumah yang diinginkan. 
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PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dengan unit kerja sebagai 
bank umum yang mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kembali kepada masyarakat 
melalui berbagai produk. Salah satu bentuk produk penyaluran dana yang 
ditawarkan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk 
adalah pembiayaan rumah. PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk telah menjadi pelopor dari sistem kredit perumahan di 
Indonesia sejak tahun 1974. PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk menawarkan berbagai jenis pembiayaan perumahan 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan 
jaman dan kemajuan dibidang perbankan PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA (PERSERO) Tbk tetap mampu bersaing dengan bank-bank lain 
yang menawarkan produk yang sama. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menyusun Tugas Akhir 
dengan judul : “EVALUASI PROSES DAN PROSEDUR PENGAJUAN 
KREDIT PERUMAHAN (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU CILACAP” guna 
mengetahui bagaimana KPR yang ada pada PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU CILACAP. 
 
B. Rumusan Masalah 
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Dari uraian diatas maka permasalahan yang ingin dibahas atau dikaji 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Apa sajakah produk KPR yang ditawarkan oleh PT. BANK 
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU 
CILACAP serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk 
tersebut ? 
2. Bagaimana proses dan prosedur pengajuan KPR pada PT. BANK 
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU 
CILACAP? 
3. Bagaimana analisis yang digunakan dalam pengambilan putusan kredit 
oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG 
PEMBANTU CILACAP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui jenis produk KPR yang ditawarkan oleh PT. BANK 
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU 
CILACAP serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk 
tersebut. 
2. Untuk mengetahui proses dan prosedur pangajuan kredit KPR pada 




3. Untuk mengetahui analisis yang digunakan dalam pengambilan 
putusan  kredit oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) 
Tbk CABANG PEMBANTU CILACAP. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Bagi Penulis 
Untuk dapat menambah pengetahuan tentang masalah-masalah pada 
bidang kredit. 
2. Bagi Perusahaan 
Diharapkan supaya dapat memberi gambaran dan masukan bagi 
perusahaan dalam melakukan proses persetujuan kredit. 
3. Bagi Pembaca dan Penulis Lainnya 
Dapat dijadikan sebagai suatu informasi dan untuk menambah serta 










E. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah : 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 
kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan keterangan atau data 
kualitatif yang diberikan oleh perusahaan. 
2. Obyek Penelitian 
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG 
PEMBANTU CILACAP Jl. A. Yani No. 391 Cilacap 
3. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penulisan tugas akhir 
adalah berasal dari : 
a. Data Primer 
Merupakan data yang dikumpulkan dari obyek penelitian. 
Dengan cara pengamatan langsung, wawancara langsung 
dengan pimpinan dan karyawan PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU 
CILACAP  yaitu seperti sejarah berdirinya perusahaan, 
struktur organisasi, produk yang ditawarkan, prosedur 






b. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari intern perusahaan. Ini 
dapat berupa dokumen yang telah disusun sebelumnya oleh 
orang lain mengenai gambaran umum perusahaan, job 
description, serta berupa informasi dari Web yang dimiliki 
Bank BTN, seperti perkembangan Bank BTN saat ini.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa 
peristiwa, tempat, lokasi, benda, dan rekaman gambar. 
Observasi juga bisa dilakukan secara langsung dan tidak 
langsung. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung 
ke lokasi penelitian yaitu pada PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU 
CILACAP. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab 
secara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini 
kegiatan Tanya jawab dilakukan dengan pihak yang 
berwewenang dalam perusahaan (pimpinan) dan kepada pihak 
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yang telah ditunjuk oleh oleh pihak yang berwewenang akan 
diperoleh data yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam 
penelitian. 
c. Studi Pustaka 
Dalam metode atau teknik pengumpulan data ini dimaksudkan 
agar dapat memperoleh data teori yang berhubungan dengan 
penelitian yang disusun khususnya teori tentang kredit, 
organisasi kredit, proses pengajuan kredit, analisis yang 
digunakan dalam kredit., sehingga dalam melakukan kegiatan 
ini perlu mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya 
dengan kasus yang dihadapi. 
5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan yang digunakan dalam laporan ini adalah 
pembahasan diskriptif kualitatif tentang pembiayaan perumahan 
(KPR) yang ada pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk CABANG PEMBANTU CILACAP. Diskriptif 
kualitatif  yaitu uraian atas dasar keterangan atau data kualitatif 










A. Pengertian Kredit 
Kredit menurut Teguh pudjo muljono (1993:9) berasal dari bahasa 
yunani “credere” yang berarti “kapercayaan” atau dalam bahasa latin 
creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran” selanjutnya pengertian 
tersebut berkembang menjadi lebih luas lagi menjadi kredit adalah 
kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu 
pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan 
pada suatu jangka waktu yang disepakati. 
Kredit berdasarkan UU No.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga. 
Berdasarkan dari dua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Kredit adalah adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga 
barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan 





pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang 
bersangkutan. 
2. Kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua 
belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. 
3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan 
bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati bersama. 
   
B. Tujuan Kredit 
Menurut Drs. M. Faisal Abdullah, MM (2003:84) tujuan kredit adalah: 
1. Tujuan bagi Bank 
Melalui pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai 
ganti harga dari pinjaman itu sendiri, dan akan memberikan nilai tambah. 
2. Tujuan bagi Masyarakat 
Mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha serta 
pendapatan di masa mendatang. 
3. Tujuan bagi Pemerintah 
a) Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan 
pembangunan. 





c) Merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan 
jumlah uang beredar di masyarakat. 
 
C. Fungsi Kredit 
Menurut Drs. M. Faisal Abdullah, MM (2003:84) fungsi kredit adalah: 
1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang. 
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang. 
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
4. Kredit adalah salah satu stabilitas ekonomi. 
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. 
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 
 
D. Jenis-Jenis Kredit Atas Dasar Penggunaan 
Menurut Y. Sri susilo, A. Totok budi santoso dan Sigit triandaru (2000:73) 
atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan 
menjadi: 
1. Kredit Modal Kerja (KMK) 
KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan 
modal kerja nasabah, sebagai contoh, apabila nasabah bergerak dalam 
bidang perdagangan sembako, KMK dapat digunakan untuk pembelian 
sembako, honor supir truk yang mengangkut sembako, pembelian solar 
untuk bahan bakar truk yang mengangkut sembako, tagihan listrik di 
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kantor, dan lain-lain. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan 
dengan jangka waktunya, KMK terdiri dari dua macam, yaitu : 
a. KMK-Revolving 
Apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara 
berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup 
mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas 
KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus 
mengajukan permohonan kredit baru. KMK semacam ini disebut 
sebagai KMK-Revolving. Bank hanya perlu secara berkala meninjau 
kinerja nasabah berdasarkan laporan kegiatan usaha yang wajib 
diserahkan nasabah secara rutin. Hanya saja apabila pihak bank 
mulai meragukan kinerja nasabah, maka bank dapat saja meninjau 
kembali pemberian fasilitas KMK-Revolving kepada nasabah. 
b. KMK-Einmaleg 
Apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari 
waktu ke waktu dan atau pihak bank kurang mempercayai 
kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih 
aman kalau memberikan KMK-Einmaleg. Fasilitas KMK ini hanya 
diberikan sebatas satu kali perputaran usaha nasabah, dan apabila 
pada perputaran berikutnya nasabah menghendaki KMK lagi maka 
nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru. KMK jenis ini 
juga dapat diberikan kepada debitur yang kegiatan usahanya sangat 
tergantung pada proyek yang diperoleh. 
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2. Kredit Investasi (KI) 
Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang 
modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Apabila nasabah 
bergerak dalam bidang perdagangan sembako misalnya, KI dapat 
digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan untuk kantor, komputer 
untuk kantor, truk pengangkut sembako, dan lain-lain. KI biasanya 
berjangka menenngah atau panjang, karena nilainya yang relatif besar 
dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran. 
3. Kredit Konsumsi 
Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan 
barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang 
modal dalam kegiatan usaha nasabah. Penggunaan kredit ini misalnya 
untuk pembelian mobil, rumah, barang-barang konsumsi yang lain. 
Kredit jenis ini sering kali juga diberi nama kredit multiguna, yang 











E. Organisasi Perkreditan 
Menurut Mudrajad kuncoro suhardjono (2002:247) dalam mendukung 
pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai 
dari tahap awal proses kegiatan perkreditan, bank dituntut memiliki komite 
kebijaksanaan perkreditan (KKP) dan komite kredit yang semuanya disebut 
sebagai perangkat organisasi perkreditan bank. Pembentukan organisasi 
perkreditan selain bertujuan untuk pengendalian tahap awal juga bertujuan 
agar masing-masing pejabat bank mempunyai tugas dan tanggung jawab 
yang jelas, sehingga akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban bila 
terjadi penyimpangan atau timbul masalah dalam perkreditan. 
Dalam suatu struktur organisasi bank dapat dibentuk mulai dari dewan 
komisaris sampai pelaksana perkreditan (account officer). Tugas dan 
tanggung jawab tersebut dapat ditetapkan, antara lain : 
1. Dewan Komisaris Bank 
Dewan komisaris mempunyai tugas menyetujui pedoman 
kebijakan perkreditan, meminta pertanggungjawaban direksi bila 
terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, menyetujui rencana 
kerja ekspansi kredit tahunan, dan sebagainya. 
2. Direksi Bank 
Direksi bank dalam bidang perkreditan mempunyai tugas antara 
lain bertanggungjawab atas penyusunan pedoman kebijakan 
perkreditan, bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja 
ekspansi kredit tahunan, memastikan ketaatan pejabat bank terhadap 
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ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
perkreditan, menetapkan anggota komite kebijaksanaan perkreditan 
dan komite kredit, memberikan persetujuan penghapusan kredit macet 
yang selanjutnya melaporkan dan mempertanggung jawabkan dalam 
rapat umum pemegang saham (RUPS), melaporkan hasil evaluasi 
efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah kepada bank 
Indonesia dan sebagainya. 
3. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) 
Komite kebijakan perkreditan merupakan kumpulan dari pejabat-
pejabat dibidang kredit yang ditetapkan direksi untuk membantu 
direksi dalam memutuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan 
kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio 
perkreditan serta memberikan saran-saran perbaikan. 
4. Komite Kredit (KK) 
Komite kredit adalah komite operasional yang membantu direksi 
dalam mengevaluasi atau memutuskan permohonan kredit untuk 
jumlah dan jenis kredit tertentu yang ditetapkan direksi. Komite kredit 
dapat dibentuk di tingkat kantor pusat, tingkat kantor wilayah dan 
tingkat kantor cabang. Di tingkat kantor pusat komite kredit dipimpin 
oleh direktur utama, dengan anggota direksi dibidang perkreditan dan 
kepala divisi-divisi yang berkaitan dengan kredit. Di tingkat wilayah 
komite kredit dipimpin oleh pemimpin wilayah dengan anggota wakil 
pemimpin wilayah dan kepala bagian beserta staf yang terkait dengan 
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kredit. Dan di tingkat kantor cabang komite kredit dipimpin oleh 
pemimpin cabang dengan anggota wakil pemimpin cabang bidang 
pemasaran/kredit dan account officer. Dalam komite kredit tersebut 
terdapat tiga pejabat yang berbeda fungsi, yaitu : pejabat 
pemrakarsa/penganalisis kredit, pejabat perekomendasi kredit dan 
pejabat pemutus kredit. Ketiga pejabat tersebut bertanggungjawab atas 
kredit yang diberikan kepada calon debitur. 
5. Pejabat Pendukung Kredit 
Pejabat pendukung kredit adalah pejabat-pejabat yang 
memberikan dukungan dalam setiap proses putusan kredit 
(administration support), yang dapat dibentuk ditingkat kantor pusat, 
tingkat kantor wilayah maupun tingkat kantor cabang. Pejabat 
pendukung kredit dibedakan menjadi dua, yaitu pejabat administrasi 
kredit dan pejabat penyelamat kredit. Pejabat administrasi kredit 
mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu pajabat 
kredit/komite kredit dalam melaksanakan tugasnya, mengusahakan 
agar persyaratan kredit persyaratan kredit dipenuhi dan mengawasi 
proses pemberian putusan kredit. Sedangkan pejabat penyelamat 
kredit bertanggungjawab dalam kegiatan penyusunan, melaksanakan 
dan mengevaluasi program penyelamatan dan penyelesaian kredit 
dengan kolektibilitas macet dan ekstrakomptabel (kredit macet yang 




F. Pengertian Proses dan Prosedur 
Pengertian proses adalah kegiatan melakukan pengolahan suatu data 
menjadi informasi. Informasi dari beberapa data masukan, dan hasil dari 
proses tersebut menghasilkan output. (pengertian proses 
<http://www.total.or.id/info.php?kk=process> 5 mei pukul 11.53 WIB). 
Pengertian prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan 
atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama 
agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih 
tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, 
langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan 
proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang 
menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat 
(pengertian prosedur <http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur> 5 mei pukul 
11.54 WIB). 
Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian proses dan 
prosedur adalah serangkaian kegiatan/langkah-langkah dalam pengolahan 
data masukan menjadi informasi berupa keputusan-keputusan sesuai dengan 
tujuan yang diinginkan. 
G. Proses dan Prosedur Kredit 
Proses dan prosedur kredit adalah serangkaian langkah-langkah dalam 
pengajuan kredit sampai dengan kredit disetujui. Menurut Drs. M. Faisal 
Abdullah, MM (2003:90) Proses dan prosedur kredit terdiri dari tahap: 
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1. Tahap Permohonan Kredit 
Pada tahap awal ini masing-masing pihak saling berkenalan. 
Calon debitur mengemukakan maksudnya secara sekilas. Apabila 
calon debitur sama sekali baru bagi bank, ia menceritakan secara 
singkat tentang usahanya (apabila seorang pengusaha) atau tentang 
pekerjaannya (apabila seorang karyawan). Pada saat ini juga calon 
debitur mengajukan jumlah kredit yang ia ingin peroleh dari bank serta 
tujuannya. Bisa juga terjadi calon debitur menyerahkan fotokopi 
sertifikat tanah, BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor), dan 
lain-lain. 
Pada tahap ini merupakan tahap penerimaan permohonan kredit 
oleh calon debitur. Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis 
dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang 
memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon debitur 
termasuk riwayat kreditnya pada bank lain. Atas permohonan tersebut 
bank akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut diterima 
atau ditolak, yang mencakup ketentuan apakah usaha calon debitur 
tersebut termasuk pasar sasaran (target market) yang telah ditetapkan, 
apakah calon debitur tersebut termasuk dalam kelompok calon debitur 
yang dapat dilayani dan apakah calon debitur tersebut termasuk dalam 
rencana kerja pemasaran. Ketentuan-ketentuan bank tersebut 
merupakan pedoman awal dalam pelayanan pemberian kredit yang 
dibuat berdasarkan pengalaman memberikan kredit yang dikaitkan 
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dengan resiko bisnis. Apabila calon debitur tersebut diluar kriteria 
yang ditentukan oleh bank, maka permohonan langsung ditolak. 
Sedangkan apabila termasuk calon debitur yang dapat dilayani, maka 
disampaikan kepada calon debitur bahwa permohonan akan diproses 
lebih lanjut dan selanjutnya permohonan diserahkan kepada 
pemrakarsa/penganalisis kredit. 
 
2. Tahap Pengumpulan Data dan Pengamatan Jaminan 
Apabila permohonan kredit dinilai layak maka pejabat 
pemrakarsa/penganalisis kredit melakukan kegiatan pencarian 
informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai sumber mengenai 
pemohon yang akan dipergunakan dalam menunjang analisis dan 
evaluasi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara 
dengan pemohon, kunjungan ke lokasi pemohon, wawancara dengan 
pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon dan bisnis 
pemohon, menyelidiki tentang tujuan penggunaan kredit, kunjungan ke 
lokasi agunan pemohon  untuk mengetahui kebenaran dan nilai 
agunan, penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, dan 
sebagainya.  
Pengumpulan data-data lapangan baik menyangkut data pribadi 
maupun reputasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis calon 
debitur (apabila seorang pengusaha) antara lain : 
a. Identitas calon debitur. 
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b. Bidang usaha, lokasi, dan lama usaha. 
c. Daftar supplier (nama dan alamat) untuk usaha tersebut dan sistem 
pembelian, apakah pembelian dilakukan secara tunai (cash) atau 
secara kredit. Apabila pembelian dilakukan dengan sistem kredit 
bagaimana kebijakan kredit tersebut (sistem pembayarannya). 
d. Daftar langganan (nama dan alamat) serta sistem penjualan yang 
diterapkan calon debitur, apakah penjualan secara tuania atau 
dilakukan secara kredit. Bila dilakukan secara kredit bagaimana 
system pembayaranya. 
e. Data keuangan seperti omset, laba dan lain-lain. Apabila ada, 
pemrakarsa/penganalisis kredit akan meminta laporan keuangan 
calon debitur (baik yang telah diaudit atau yang belum) meliputi 
laporan rugi atau laba dan neraca untuk memperoleh gambaran 
mengenai struktur keuangan calon debitur. 
f. Apabila ada, pemrakarsa/penganalisis kredit akan meminta 
fotokopi rekening Koran beberapa bulan terakhir. Apabila calon 
debitur memiliki fasilitas kredit di bank ain, 
pemrakarsa/penganalisis kredit juga akan mencari tahu tentang 
kondisi kredit tersebut seperti jenis kredit, jumlah fasilitas, suku 
bunga, dan kondisi lainnya (seperti profisi). 
g. Untuk badan hukum (CV, PT) juga dikumpulkan mengenai data 
perusahaan dan perubahan-perubahannya. 
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h. Untuk jumlah kredit yang besar umumnya dimintakan suatu studi 
kelayakan untuk mengetahui kemungkinan keberhasilan usaha. 
i. Data lain yang menunjang seperti jumlah karyawan, jam kerja, 
lain-lain. 
Untuk calon debitur yang bekerja sebagai seorang karyawan 
murni tentu saja data yang dikumpulkan tidak akan sekompleks seperti 
yang diuraikan diatas, untuk karyawan biasanya data yag dikumpulkan 
adalah : 
a. Nama perusahaan tempat calon debitur bekerja, lamanya calon 
debitur bergabung dengan perusahaan tersebut, serta jabatan calon 
debitur. Seringkali calon debitur diminta daftar riwayat 
pekerjaannya. 
b. Besarnya penghasilan perbulan yang biasanya dibuktikan dengan 
surat keterangan gaji. 
c. Sumber dan jumlah penghasilan tambahan apabila ada. 
d. Jumlah tanggungan seperti jumlah anak dan istri. 
e. Pemrakarsa/penganalisis kredit perlu juga mengetahui apakah 
calon debitur memiliki kredit lain. Hal ini perlu diketahui karena 
umumnya kredit yang diminta oleh karyawan adalah kredit 
konsumsi (seperti KPR) sehingga jika ia memiliki kredit ditempat 
lain akan memepengaruhi secara langsung terhadap kemampuan 




Setelah adanya permohonan dan pengumpulan data maka dilakukan 
proses berikutnya. Didalam buku Mudrajad kuncoro suhardjono (2002:251) 
menyebutkan:  
3. Analisis dan Evaluasi Kredit 
Analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah 
ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam 
analisis tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut : 
a. Identitas pemohon, antara lain: nama, domisili, bentuk usaha, jenis 
usaha, susunan pengurus, legalitas usaha, dan sebagainya. Informasi 
mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal 
tentang penanggungjawab utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi 
perusahaan, serta keabsahan operasi perusahaan. 
b. Tujuan permohonan kredit, mencakup jumlah kredit, obyek yang 
dibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. Informasi 
mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran bahwa penggunaan kredit. 
c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup saat mulai bidang 
hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan 
jumlah total nilai hubungan bisnis.. 
d. Analisis 5 C (character, capacity, capital, condition, collateral) 
kredit, mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis 
modal, analisis kondisi usaha, dan analisis agunan kredit. 
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1) Analisis watak (character) menurut Dahlan siamat (2005:356) 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan 
membayar dari pemohon (Willingness To Repay), mencakup 
perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit 
diajukan. Pemohon kredit yang berperilaku selalu mendesak 
pencairan kredit dengan disertai janji-janji pemberian hadiah 
pada umumnya diragukan kemauanya dalam 
mengembalikan/melunasi kredit. 
2) Analisis kemampuan (capacity) dilakukan dengan tujuan untuk 
mengukur tingkat kemampuan mengembalikan kredit dari usaha 
yang dibiayai (the first way out), mencakup aspek managemen 
(kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan 
berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran 
(kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek personalia 
(kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas 
perusahaan), dan aspek financial (kemampuan menghasilkan 
laba). 
3) Analisis modal (capital) bertujuan untuk mengukur kemampuan 
pemohon dalam menyediakan modal sendiri (own share), yang 
mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan laba 
usaha selama tiga periode sebelumnya, angka rasio 
perbandingan antara utang dengan modal sendiri (debt equity 
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ratio/DER) dan perkembangan naik turunnya harga saham (bagi 
perusahaan yang telah go public). 
4) Analisis kondisi/prospek usaha (condition) bertujuan untuk 
mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan 
dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku 
(pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam 
pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan 
dari produk bersangkutan, barang subtitusi yang beredar dipasar, 
potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah. 
5) Analisis agunan (collateral) bertujuan untuk mengetahui 
besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat 
pengaman lapis kedua (the second way out) bagi bank dalam 
setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi 
bermasalah. Sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No.7 tahun 
1992 tentang perbankan bahwa agunan kredit dapat hanya 
berupa barang proyek yang dibiayai atau hak tagih, namun 
demikian untuk jenis usaha tertentu barang proyek saja tidak 
cukup sehingga bank meminta agunan tambahan berupa barang-
barang di luar proyek tersebut. 
 
4. Negosiasi Kredit 
Setelah kegiatan pengumpulan informasi, analisis kredit dan 
kebutuhan besarnya kredit telah dilakukan, langkah berikutnya adalah 
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melakukan negosiasi dengan calon debitur. Dalam melakukan negosiasi 
tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 
a. Negosiasi adalah diskusi tentang suatu permasalahan kredit yang 
terjadi antara pihak bank dengan pihak pemohon, dalam rangka 
mencapai suatu kesepakatan mengenai penyusunan arus kas calon 
debitur, kelengkapan dokumen, struktur dan tipe kredit serta syarat-
syarat kredit yang harus dipenuhi pemohon. 
b. Negosiasi dapat dilakukan oleh seluruh pejabat kredit sesuai dengan 
kepentingannya, namun demikian sebelum dilangsungkan pertemuan 
negosiasi tersebut pejabat kredit yang akan melakukan negosiasi 
harus melakukan pembahasan mengenai hasil analisis kredit tersebut 
terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar selama berlangsungnya 
negosiasi kredit tidak terjadi permasalahan diantara pejabat pejabat 
kredit bank sendiri. 
c. Pejabat yang melakukan negosiasi harus tetap mengutamakan 
kepentingan bank dan keinginan untuk memberikan pelayanan yang 
memuaskan kepada pemohon. 
d. Hasil negosiasi yang dilakukan oleh setiap pejabat kredit harus 
dituangkan dalam suatu laporan tertulis serta merupakan salah satu 
kelengkapan paket kredit. 
e. Selama berlangsungnya negosiasi tersebut, pejabat bank yang 
melakukan negosiasi tidak diperkenankan memberikan janji-janji 
kepada pemohon bahwa kreditnya akan disetujui. Keputusan tentang 
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diterima tidaknya suatu permohonan kredit berada di tangan pejabat 
pemutus kredit. 
Apabila tahapan negosiasi sudah dilakukan dan telah diperoleh 
kesepakatan antara pemohon dengan pejabat bank yang bertindak sebagai 
pemrakarsa/penganalisis kredit, maka paket kredit tersebut selanjutnya 
diserahkan kepada pejabat perekomendasi kredit. Dalam struktur 
organisasi bank yang menekankan pengawasan melekat (built in control) 
pejabat pemrakarsa/penganalisis kredit disebut maker, pejabat 
perekomendasi kredit disebut cheker dan pejabat pemutus kredit disebut 
signer. Negosiasi seperti ini umumnya dilakukan untuk kredit-kredit 
usaha dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini tergantung dari masing-
masing bank. 
 
5. Tahap Pemberian Rekomendasi Kredit 
Rekomedasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit 
berdasarkan analisis/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarasa/penganalisis 
kredit. Dalam memberikan rekomendasi kredit, pejabat perekomendasi 
kredit dapat meminta kelengkapan data atau analisis lebih lanjut dari 
pejabat pemrakarsa/penganalisis kredit. 
Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan 
evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa 
kredit. Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kekuatan dan 
kelemahan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon untuk 
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memenuhi angsuran yang telah dijadwalkan, termasuk evaluasi proteksi 
kredit seperti asuransi kerugian, asuransi kredit, asuransi jiwa dan 
penanggungan. 
Dalam membuat suatu rekomendasi kredit, pejabat rekomendasi 
harus memstikan bahwa tidak ada kebijaksanaan dan prosedur kredit 
yang dilanggar serta tidak ada masalah hukum. Rekomendasi harus 
dituangkan ke dalam suatu formulir rekomendasi dan ditandatangani 
oleh pejabat rekomendasi. Perekomendasi harus yakin bahwa apa yang 
direkomendasikan mampu memberikan gambaran yang lengkap dan 
benar tentang permohonan kredit tersebut, sehingga pejabat pemutus 
kredit tidak terbebani dengan uraian atau dokumentasi yang tidak perlu 
atau tidak relevan sehingga dapat mengurangi kejelasan analisis. 
Apabila perekomendasi telah merasa yakin atas rekomendasinya 
serta kelengkapan paket kreditnya, selanjutnya menyerahkan paket kredit 
tersebut kepada pajabat pemutus dan mempertahankan pendapatnya 
apabila diperlukan. 
 
6. Tahap Pemberian Putusan Kredit 
Pejabat pemutus memriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit. 
Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bisnis yang dimilikinya, 
pejabat pemutus dengan melihat analisis dan evaluasi kredit yang dibuat 
oleh pemrakarsa/penganalisis kredit serta rekomendasi kredit yang dibuat 
oleh pejabat perekomendasi mampu memberikan putusan kredit secara 
28 
 
akurat. Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat 
pemutus dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan 
membubuhkan tandatangan pada formulir putusan kredit. 
Apabila pejabat pemutus atau komite kredit memerlukan penjelasan 
lebih lanjut atas paket kredit yang diusulkan oleh pemrakarsa dan 
perekomendasi, maka pejabat pemrakarsa atau pejabat perekomendasi 
harus mempresentasikan permohonan kredit tersebut. Presentasi atas 
permohonan  kredit tersebut sangat dianjurkan agar dalam memberikan 
kredit kepada pemohon benar-benar diputuskan atas dasar analisis dan 
pandangan yang obyektif. 
Apabila putusan kredit telah diberikan, selanjutnya paket kredit 
tersebut diserahkan kepada bagian administrasi kredit untuk dipersiapkan 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Memberikan surat penawaran putusan kredit (offering letter) kepada 
pemohon yang memuat struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat 
dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Dalam 
surat penawaran tersebut harus dicantumkan batas waktu kepada 
pemohon untuk memberikan persetujuan/penolakan. Apabila dalam 
jangka waktu yang telah diberikan tersebut pemohon tidak 
memberikan jawaban, maka peramohonan kredit yang sudah 
memberikan persetujuan dianggap batal. Sedangkan apabila 
pemohon menyetujui persyaratan dan ketentuan yang terkandung 
dalam surat penawaran putusan, maka pemohon harus 
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menandatangani surat putusan tersebut diatas materai dan 
mengembalikan ke bank. 
b. Mempersiapkan dokumen perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. 
Perjanjian kredit dapat dibuat sesuai risiko kredit menurut judgement 
pejabat pemutus dengan cara notariil, maupun dibawah tangan, baik 
berupa surat perjanjian kredit (untuk kredit yang berupa rekening 
koran), surat persetujuan pinjam uang (untuk kredit yang berbentuk 
rekening Koran dengan angsuran), surat pengakuan utang (untuk 
kredit yang berbentuk persekot dengan angsuran), maupun surat 
perjanjian kontra garansi. Semua perjanjian kredit harus memuat 
secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang 
tertuang dalam putusan kredit dan memuat agunan yang diberikan 
dan pengikatanya. 
c. Mempersiapkan dokumen perjanjian accessoir, yaitu perjanjia ikutan 
dan keberadaanya dimaksudkan untuk mendukunga atau menjamin 
perjanjian pokok, sehingga jika perjanjian pokok hapus, maka 
perjanjian accessoir-nya juga turut hapus. Perjanjian accessoir 
dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang bersangkutan, oleh karena 
itu perjanjian accessoir harus menunjuk perjanjian kredit sebagai 
perjajian pokoknya. 
d. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan. Apabila semua 
dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap 
dan telah diperiksa kesahanya (termasuk dokumen aslinya) serta 
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memastiakan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan 
kredit telah memeberikan perlindungan kepada bank dan semua 
biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit (biaya 
provisi, biaya notaris, biaya pengikatan, biaya premi asuransi, biaya 
percetakan, biaya biro jasa) telah dilunasi oleh pemohon, maka 














A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
1. Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Pembantu Cilacap 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
merupakan cabang pembantu dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk Cabang Purwokerto yang didirikan pada tanggal 25 Agustus 2003 
yang bertempat di Jl. RE. Martadinata Cilacap. Pendirian cabang 
pembantu tersebut bertujuan untuk mengembangkan bisnisnya dalam 
melayani masyarakat. Pada tanggal 25 agustus tahun 2008 Kantor Cabang 
Pembantu Cilacap pindah lokasi di Jl. A. Yani tepatnya komplek 
pertokoan perempatan Rita No. 391 Cilacap. Pendirian PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap disertai 
dengan ijin operasioal, Ijin tersebut meliputi: 
a. Ijin BI No. 05/15/DPIP/PRZ/PWT tanggal 28 juli 2003. 
b. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 
11.08.1.65.00578 tanggal 26 April 2004. 
c. Ijin Gangguan Bagi Tempat Usaha berdasarkan Keputusan Bupati 
Cilacap No. 503/030/VI/ Tahun 2009. 
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d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/028/III/2009. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto yang 
merupakan induk cabang dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Pembantu Cilacap berdiri pada tanggal 12 Januari 1991 dan 
disahkan oleh Direktur Bank Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh 
Prof. Dr. Adrianus Mooy. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Purwokerto merupakan Bank cabang kelas 111 (seratus sebelas) 
dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang lahir pada tanggal 9 
Februari 1950 melalui ketetapan direksi No.05/DIR/BI/1993 tanggal 27 
September 1993. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk awalnya berdiri sebagai 
perusahaan perseroan pada saat pemerintahan Hindia Belanda melalui 
Koninlijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober tahun 1897 dengan nama 
Postpaarbank, yang kemudian hidup dan terus berkembang. Pada tahun 
1939 bank tersebut telah memiliki 4 (empat) kantor cabang di berbagai 
kota, diantaranya Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar. Pada tahun 
1940 kegiatannya terganggu akibat adanya penyerbuan Netherland oleh 
Jerman yang menyebabkan penarikan tabungan besar-besaran dalam 
waktu yang relatif  singkat (rush), meskipun demikian keadaan keuangan 
Postpaarbank pulih kembali. 
Pada tahun 1942 pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat kepada 
pemerintahan Jepang dan Jepang berhasil membekukan kegiatan 
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Postpaarbank, untuk menggantikan Postpaarbank Jepang mendirikan 
sebuah bank dengan nama Tyokin Kyoku yang bertujuan untuk menarik 
dana dari masyarakat melalui tabungan. Namun usaha pemerintahan 
Jepang gagal karena dilakukan dengan paksaan. Pada saat itu Tyokin 
Kyoku hanya mendirikan satu kantor cabang di Yogyakarta. 
Proklamasi kemerdekaan RI memberikan inspirasi kepada Bpk. 
Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan Tyokin Kyoku dari 
pemerintahan Jepang ke pemerintahan RI, kemudian Tyokin Kyoku 
diganti namanya menjadi Kantor Tabungan Pos dan Bpk. Darmosoetanto 
menjadi direktur utamanya. Kantor Tabungan Pos mempunyai tugas utama 
melakukan penukaran mata uang Jepang dengan Oeang Republik 
Indonesia (ORI). Pada tahun 1946 terjadi agresi militer belanda yang 
menyebabkan usaha Kantor Tabungan Pos terganggu, semua kantor 
temasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos berhasil diduduki oleh 
Belanda sampai pada tahun 1949. Pada tahun 1949 Kantor Tabungan Pos 
dibuka kembali dan diganti nama menjadi Bank Tabungan RI dan sejak 
berganti nama bank ini bernaung dibawah Kementerian Perhubungan. 
Pada tahun 1950 terjadi banyak kejadian yang menjadi sejarah 
penting bagi Bank BTN salah satunya adalah dikeluarkanya UU Darurat 
No. 9 Th 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang berisi tentang penggantian 
nama Postpaarbank In Indonesia menjadi Bank Tabungan Pos dan 
memindahkan induk kementrian dari kementerian perhubungan menjadi 
kementerian keuangan dibawah menteri urusan bank sentral, walaupun 
34 
 
dengan UU Darurat tersebut masih bernama Bank Tabungan Pos, tetapi 
pada tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir 
Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Pos diubah namanya menjadi 
Bank Tabungan Negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
pemerintah pengganti undang-undang) No. 4 Th 1963 Tgl 22 Juni 1963 
yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Th 1964 Tgl 25 Mei 1964. 
Sejak berdirinya Postpaarbank hingga berganti nama menjadi Bank 
Tabungan Negara kegiatan usaha bergerak dalam lingkup penghimpunan 
dana masyarakat melalui tabungan, kemudian pada tahun 1974 Bank 
Tabungan Negara ditambah tugasnya  untuk memberikan pelayanan KPR 
dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 
Desember 1976, dan pada tanggal itu diperingati sebagai hari KPR. 
Setelah berganti nama kemudian status hukum BTN diganti menjadi 
perusahaan perseroan yang didasarkan pada PP (peraturan pemerintah) 
No. 24 Th 1992 Tgl 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan UU No. 7 
Th 1992. Sejak itu BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
dengan Call Me (sebutan) Bank BTN dan berdasarkan kajian konsultan 
independent Price Waterhouse Coopers, pemerintah melalui menteri 
BUMN dalam surat No. S-554/M-MBU/2002 Tgl 21 Agustus 2002 
memutuskan Bank BTN sebagai Bank umum dengan fokus bisnis 
pembiayaan perumahan tanpa subsidi. 
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Pada tahun 2003 diadakan restukturisasi secara menyeluruh yang 
tertuang dalam persetujuan RJP (Rencana jangka panjang) tahun 2003-
2007, restrukturisasi tersebut didasarkan pada surat Menteri BUMN No.S-
984/M=MBU/2003 tanggal 21 Maret 2003 dan ketetapan Direksi Bank 
BTN No. 306/DIR/IR=BTN/XIV/2004 perihal revisi RJP Bank BTN 
Tahun 2003-2007. 
Pada tahun 2008 Sekuritas Aset Bank BTN menjadi bank pertama di 
Indonesia yang melakukan pendaftaran transaksi Kontrak Investasi 
Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) di Bapepam, kemudian dilakukan 
dengan pencatatan perdana dan listing transaksi tersebut di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2009. Pada bulan Desember tahun 2009, saham 
Bank BTN mulai go public.  Nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
berganti menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
 
2. Visi Dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Pembantu Cilacap 
Kemajuan operasional perbankan sangat ditentukan oleh keadaan 
personalia bank tersebut. Sumber Daya Manusia pada bank, berperan 
penting dalam perkembangannya seiring dengan pembangunan 
perekonomian Indonesia. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Pembantu Cilacap dalam rangka mengembangkan personalia yang 
mendukung kinerja pegawai, memiliki visi dan misi. 
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Berikut ini visi dan misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Pembantu Cilacap : 
a. Visi 
Menjadi  Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. 
b. Misi 
1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan 
dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil 
menengah. 
2) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi 
pengembangan produk jasa dan jaringan strategis berbasis 
teknologi terkini. 
3) Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang 
berkualitas, professional, dan memiliki integritas tinggi. 
4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian dan good corporate governance untuk 
meningkatkan shareholder value. 






3. Budaya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu 
Cilacap 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
mempunyai budaya perusahaan yaitu Pola Prima. Pola Prima biasa 
dilafalkan oleh personalia setiap pagi sebelum melakukan aktivitas kerja, 
hal ini dilakukan untuk menambah semangat kerja para personalia.  
Tabel 3.1. Pola Prima 
6 NILAI DASAR 12 PERILAKU UTAMA 
Pelayanan Prima 1. Ramah, sopan dan bersahabat 
2. Peduli, proaktif dan cepat tanggap 
Inovasi 3. Berinisiatif melakukan penyempurnaan 
4. Berorientasi menciptakan nilai tambah 
Keteladanan 5. Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar 
6. Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja 
Profesionalisme 7. Kompeten dan bertanggungjawab 
8. Bekerja cerdas dan tuntas 
Integritas 9. Konsisten dan displin 
10. Jujur dan berdedikasi 
Kerjasama 11. Tulus dan terbuka 
12. Saling percaya dan menghargai 




4. Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Pembantu Cilacap 
Menurut UU No.10 Tahun 1998 kegiatan usaha bank umum 
adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkanya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu 
Cilacap merupakan Bank Umum yang mempunyai kegiatan usaha 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat melalui produk-produknya. Berikut ini merupakan produk dan 
jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Pembantu Cilacap : 
a. Produk Dana 
1) Tabungan Batara 
Manfaat : 
a) Mendapatkan kartu ATM untuk bertransaksi diseluruh 
jaringan bank BTN (ATM link dan ATM bersama). 
b) Penyetoran dapat dilakukan diseluruh loket Bank BTN dan 
Kantor Pos Online. 
c) Penarikan diseluruh kantor cabang bank BTN secara online 
real time. 
d) Bunga bersaing. 
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e) Fasilitas rekening bersama (joint account). 
f) Fasilitas auto debet untuk pembayaran KPR, tagihan 
telephone, listrik dan telepon seluler. 
g) Fasilitas auto transfer (transfer antar rekening) ke rekening 
Bank BTN dan Bank lain. 
h) Fasilitas asuransi jiwa bebas premi untuk penabung 
perorangan.  
Persyaratan : 
a) Penabung perorangan atau lembaga. 
b) Berlaku untuk warga Negara Indonesia maupun warga 
Negara asing. 
c) Fotokopi KTP atau KITAS/paspor untuk WNA. 
d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan 
rekening. 
2) Tabungan Batara Prima 
Manfaat : 
a) Penyetoran dapat dilakukan diseluruh loket Bank BTN dan 
Kantor Pos Online. 
b) Penarikan diseluruh kantor cabang bank BTN secara online 
real time. 
i) Bunga bersaing. 
c) Fasilitas rekening bersama (joint account). 
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d) Memperoleh bonus bunga apabila tidak menarik dana 
selama 2 bulan. 
e) Fasilitas point reward yang dapat ditukarkan dengan hadiah 
langsung untuk perorangan. 
f) Fasilitas asuransi jiwa bebas premi untuk penabung 
perorangan. 
Persyaratan : 
a) Penabung perorangan atau lembaga. 
b) Fotokopi KTP atau KITAS/paspor untuk WNA. 
c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan 
rekening. 
3) Tabungan Batara Junior 
Manfaat : 
a) Setoran awal ringan. 
b) Bebas biaya administrasi rekening bulanan. 
c) Mendapatkan kartu ATM untuk bertransaksi diseluruh 
jaringan bank BTN. (ATM link dan ATM bersama). 
d) Fasilitas kartu ATM yang dapat difungsikan sebagai kartu 
pelajar. 
Persyaratan : 




b) Dapat dilakukan penabungan secara kolektif dengan 
fasilitas pick-up. 
4) Tabungan eBatara pos 
Manfaat : 
a) Mendapatkan kartu ATM untuk bertransaksi diseluruh 
jaringan Bank BTN. (ATM link dan ATM bersama). 
b) Penyetoran dapat dilakukan diseluruh loket Bank BTN dan 
Kantor Pos Online. 
c) Penarikan diseluruh kantor cabang Bank BTN secara online 
real time. 
d) Bunga bersaing. 
e) Fasilitas rekening bersama (joint account). 
f) Fasilitas auto debit untuk pembayaran KPR, tagihan 
telepon, listrik dan telepon seluler. 
g) Fasilitas auto transfer (transfer antar rekening) ke rekening 
bank BTN dan bank lain. 
h) Fasilitas asuransi jiwa bebas premi untuk penabung 
perorangan. 
Persyaratan : 
a) Penabung perorangan atau lembaga. 
b) Berlaku untuk warga Negara Indonesia. 
c) Fotokopi KTP atau identitas lainnya. 
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d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan 
rekening. 
5) Tabungan Haji Nawaitu 
Manfaat : 
a) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji 
baik BPIH (biaya pemberangatan ibadah haji) maupun 
BPIH khusus. 
b) Dapat dibuka diseluruh kantor bank BTN yang sudah 
tersambung dengan siskohat Departemen Agama. 
c) Setoran lanjutan dan penarikan dapat dilakukan diseluruh 
kantor bank BTN. 
Persyaratan : 
a) Penabung perorangan. 
b) Berlaku untuk warga Negara Indonesia. 
c) Fotokopi KTP atau identitas lainnya. 




a) Sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya. 
b) Menunjang aktivitas kebutuhan keluarga/pribadi/usaha. 





a) Perorangan: umur minimal 18 tahun/sudah dewasa menurut 
hokum, copy kartu identitas diri, tidak termasuk dalam 
daftar hitam bank Indonesia, surat refrensi dan NPWP. 
b) Lembaga: copy akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, 
izin usaha, NPWP, surat kuasa khusus untuk bertindak atas 
nama perusahaan, cap perusahaan, surat refrensi dan tidak 
termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. 
c) Untuk giro valuta asing dapat dibuka diseluruh kantor 
cabang devisa. 
7) Deposito Berjangka 
Manfaat : 
a) Dapat dijadikan jaminan kredit. 
b) Bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam nilai 
pokok. 
c) Bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran 
KPR, tagihan listrik, air, telepon, dan telepon seluler. 
d) Jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 
hingga 24 bulan. 
e) Bunga menarik. 






a) Dapat dibuka atas nama perorangan atau lembaga. 
b) Berlaku untuk warga Negara Indonesia maupun untuk 
warga Negara asing. 
c) Untuk deposito valuta asing dapat dibuka diseluruh kantora 
cabang devisa. 
b. Jasa Dan Layanan 
1) ATM Batara 
a) Layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah 
melalui mesin ATM. 
b) Untuk penarikan uang tunai, transfer antar rekening di Bank 
BTN dan antar bank anggota ATM bersama. 
c) Untuk pembayaran angsuran KPR, tagihan listrik, telepon, 
telepon seluler, dan voucher telepon isi ulang. 
2) SMS Batara 
a) Layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh 
nasabah melalui telepon seluler dengan mengetik sms ke 
3555. 
b) Untuk informasi saldo tabungan, sisa kredit, dan sisa bunga, 
dll. 
c) Pemindahbukuan antar rekening di bank BTN. 
d) Pembayaran KPR, tagihan telepon, listrik, telepon seluler 
paska bayar, dan isi ulang. 
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3) Contact Center 
a) Memberikan layanan terpadu dan terbaik bagi nasabah 
selama 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu. 
b) Dapat diakses melalui telepon kenomor 021-265-33 555, dan 
langsung dilayani costumer service. 
c) Mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan bank 
BTN, BTN syariah, serta program promosi Bank BTN. 
d) Menerima dan menindak lanjuti komplain dan saran nasabah. 
4) Western Union 
a) Sarana pengiriman dan penerimaan uang melalui western 
union yang terpercaya dan telah berpengalaman lebih dari 
150 tahun. 
b) Uang telah tersedia dalam hitungan menit, dengan tujuan 
kelebih dari 200 negara serta lebih dari 350.000 jaringan agen 
diseluruh dunia. 
5) Batara Payroll 
a) Layanan bagi pengguna jasa (perusahaan, perorangan, dan 
lembaga) dalam mengelola pembayaran gaji, THR dan bonus 
serta kebutuhan financial lainnya yang bersifat rutin bagi 
karyawan pengguna jasa. 




c) Pengguna jasa memiliki giro aktif di bank BTN dan 
karyawan penerima gaji memiliki rekening tabungan atau 
giro dibank BTN. 
6) SPP Online 
a) Layanan bagi perguruan tinggi atau sekolah dalam 
menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya 
pendidikan secara online. 
b) Mahasiswa dapat melakukan pembayaran secara online, 
cepat, tepet, mudah, aman, dan nyaman. 
c) Persyaratan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dan 
bank BTN. 
7) Payment point 
a) Penerimaan pembayaran berbagai tagihan secara online yaitu 
tagihan telepon, listrik, air, tagihan telepon seluler, dan pulsa 
isi ulang telepon seluler. 
b) Penerimaan pembayaran pajak secara online dengan ditjen 
pajak melalui loket bank BTN untuk berbagai jenis pajak 
yaitu PPh, PPn, dan pajak lainnya. 
c) Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM batara, 
pemindahbukuan, auto debet dari rekening di bank BTN dan 





8) Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 
a) Member (Nomor) anggota kepastian keberangkatan ibadah 
haji melalui sistem online SISKOHAT. 
b) Dilakukan dengan penyetoran BPIH dengan melampirkan 
surat pendaftaran pergi haji dari kandepag setempat. 
c) BPIH dilunasi sekaligus sesuai ketentuan departemen agama. 
9) Kiriman Uang 
a) Jasa pengiriman dalam rupiah atau valuta asing. 
b) Menggunakan RTGS (real time gross settlement) Bank 
Indonesia untuk pengiriman uang secara online real time 
keseluruh bank di Indonesia. 
c) Menggunakan media elektronik (SWIFT) untuk pengiriman 
uang ke luar negeri yang didukung oleh bank korespondensi 
di seluruh dunia. 
d) Biaya yang kompetitif. 
e) Dilayani diseluruh outlet Bank BTN dan kantor cabang 
devisa untuk pengiriman uang ke luar negeri. 
10) Inkaso Dan Collection 
a) Proses pembayaran warkat yang diterbitkan oleh bank yang 





b) Warkat inkaso sendiri: warkat inkaso yang diterbitkan oleh 
kantor cabang bank BTN yang wilayah kliringnya berbeda 
dengan wilayah kliring bank pengirim. 
c) Warkat inkaso bank lain: warkat inkaso yang diterbitkan oleh 
bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah 
kliring bank pengirim. 
d) Outward collection (inkaso keluar): pengiriman warkat-
warkat valuta asing dari kantor cabang bank BTN kepada 
bank koresponden di luar negeri, untuk ditagihkan kepada 
bank penerbit. 
e) Inward collection (inkaso masuk): penerimaan warkat-warkat 
valuta asing (clean collection) dari bank koresponden bank 
BTN di luar negeri untuk ditagihkan pembayaranya kepada 
tertarik di dalam negeri. Umumnya berupa warkat-warkat 
tanpa dokumen. 
11) Bank Garansi 
a) Pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan 
nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila 
nasabah tidak dapat menjalankan kewajibanya dengan baik 
kepada pihak yang menerima jaminan. 
b) Digunakan untuk melaksanakan order pekerjaan dari 
pemerintah atau swasta, pembongkaran barang-barang dari 
kapal sebelum asli konsumen (bill of loading) datang serta 
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pembelian/penebusan barang-barang dari penjual dengan 
pembayaran kewajiban tertentu kepada Negara (ditjen bea 
cukai). 
c) Pemohon adalah koperasi atau badan usaha dan telah menjadi 
nasabah bank BTN. 
d) Jaminan berupa uang tunai, tanah, bangunan, deposito, dan 
cek. 
c. Produk Kredit 
1) KPR Subsidi 
a) Kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk 
pembelian rumah yang dibeli dari pengembang. 
b) Jangka waktu maksimal 20 tahun. 
c) Sistem bunga anuitas. 
d) Maksimal kredit tidak melebihi 1/3 kali gaji. 
e) Bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 2.500.000,- 
baru pertama kali memiliki rumah dan bersubsidi. 
2) KPR Griya Utama 
a) Kredit dengan peruntukan pembelian rumah, baik rumah 
baru, rumah lama, ready stock, maupun indent. 
b) Jangka waktu maksimal 15 tahun. 
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c) Sistem bunga anuitas. 
d) Maksimal kredit s/d 90% untuk debitur kolektif dan 80% 
untuk debitur non kolektif, dari harga jual setelah diskon 
harga pasar wajar berdasarkan taksasi appraisal. 
e)  Maksimal angsuran/bulan 70% dari penghasilan bersih 
setelah dipotong biaya hidup. 
3) KPR Platinum 
a) Kredit dengan peruntukan pembelian rumah, baik rumah 
baru, rumah lama, ready stock, maupun indent, dengan 
maksimal kredit lebih dari 150 juta. 
b) Jangka waktu maksimal 15 tahun. 
c) Sistem bunga anuitas. 
d) Maksimal kredit s/d 90% untuk debitur kolektif dan 80% 
untuk debitur non kolektif, dari harga jual setelah diskon atau 
harga pasar wajar berdasarkan taksasi appraisal. 
e) Maksimal angsuran/bulan sebesar 70% dari penghasilan 
bersih setelah dipotong biaya hidup. 
4) KPR Ruko 
a) Kredit dengan peruntukan pembelian rumah toko, rumah 
usaha, rumah kantor, dan kios. 
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b) Nilai kredit bebas. 
c) Jangka waktu maksimal 15 tahun. 
d) Sistem bunga anuitas. 
e) Maksimal kredit s/d 70% dari harga jual setelah diskon atau 
harga pasar wajar berdasarkan taksasi appraisal. 
f) Maksimal angsuran/bulan sebesar 70% dari penghasilan 
bersih setelah dipotong biaya hidup. 
5) Kredit Griya Multi 
a) Kredit untuk memenuhi segala keperluan debitur. 
b) Nilai kredit bebas. 
c) Jangka waktu maksimal 10 tahun. 
d) Sistem bunga anuitas. 
e) Maksimal kredit 75% untuk rumah tinggal, 60%untuk rumah 
usaha dan apartemen, dari nilai taksasi pasar wajar. 
f) Maksimal angsuran/bulan sebesar 70% untuk debitur kolektif 
dan 50% debitur non kolektif, dari penghasilan bersih setelah 
dipotong biaya hidup. 
6) Kredit Swagriya 
a) Kredit untuk membangun rumah diatas tanah milik sendiri. 
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b) Agunan berupa tanah dan bangunan yang akan dibangun. 
c) Jangka waktu maksimal 10 tahun. 
d) Sistem bunga anuitas. 
e) Maksimal kredit 70% dari RAB berdasarkan perhitungan 
bank. 
7) Kredit Swadana 
a) Kredit bagi nasabah yang memerlukan dana segera sementara 
nasabah tidak menginginkan posisi deposito/tabunganya 
berkurang untuk jangka waktu tertentu atau depositonya 
belum jatuh tempo. 
b) Agunan deposito atau tabungan batara. 
c) Nilai kredit bebas. 
d) Sistem bunga anuitas. 
e) Maksimal kredit 90% dari nilai agunan. 
f) Pokok kredit bias diangsur setiap bulan atau pada saat jatuh 
tempo. 
8) Kring Batara 




b) Jangka waktu maksimal 5 tahun. 
c)  Maksimal kredit 100 juta dan tidak melebihi 50% 
penghasilan bersih. 
d) Sistem bunga flat. 
e) Pembayaran angsuran secara kolektif dipotong dari gaji. 
f) Jaminan kredit adalah gaji dan penghasilan lainnya dari 
debitur. 
g) Dokumen jaminan berupa SK pegawai dan surat keterangan 
potong gaji. 
9) Kredit Yasa Griya 
a) Kredit bagi pengembang (perorangan atau perusahaan) untuk 
membantu modal kerja pendanaan pembanguna proyek 
perumahan, yang meliputi rumah/bangunan berikut sarana 
dan prasarana. 
b) Jangka waktu sesuai dengan estimasi masing-masing proyek, 
maksimal 4 tahun. 
c) Sistem bunga efektif. 
d) Maksimal kredit s/d 80% dari biaya konstruksi (bangunan, 
sarana, dan prasarana). 
54 
 
10) Kredit Investasi 
a) Kredit bagi perseroan terbatas, CV, koperasi, yayasan dan 
perorangan dalam rangka pembiayaan investasi, baik 
investasi baru, perluasan, modernisasi atau rehabilitasi. 
b) Maksimal kredit sebesar 70% dari biaya proyek. 
c) Pencairan sesuai dengan prestasi proyek dilapangan. 
d) Jangka waktu maksimal 15 tahun. 
e) Sifat kredit non revolving. 
f) Sisten bunga efektif. 
11) Kredit Pendukung Perumahan 
a) Kredit bagi perseroan terbatas, CV, koperasi, firma dan 
perorangan dalam rangka pembiayaan modal kerja dan atau 
investasi bagi industry dan perdagangan yang terkait dengan 
perumahan. 
b) Terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi. 
c) Maksimal kredit sebesar 70% dari kebutuhan modal kerja 
atau KMK (kredit modal kerja) dan 65% dari total biaya 
investasi untuk KI (kredit investasi). 
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d) Jangka waktu untuk KMK adalah 12 bulan (PRK) dan 36 
bulan (KMK berjangka), sementara jangka waktu KI 
maksimal 5 tahun. 
e) Sistem bunga efektif. 
12) Kredit Modal Kerja Kontraktor 
a) Kredit untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan fisik, 
pengadaan barang maupun fasilitas untuk keperluan 
pembiayaan modal kerja bagi kontraktor/pemborong 
penyerahan jasa sesuai dengan kontrak kerja/perintah kerja. 
b) Pemohon adalah kontraktor berbentuk perseroan terbatas, 
koperasi, CV, firma, atau perorangan. 
c) Maksimal kredit sebesar 60% dari nilai kontrak. 
d) Jangka waktu ditetapkan sesuai dengan jangka waktu 
penyelesaian proyek sesuai SPK. 
e) Sistem bunga efektif. 
13) Kredit Usaha Rakyat 
a) Kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang 
bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya 
berstatus sebagai usaha mikro, kecil dan menengah guna 
pembiayaan usaha produktif. 
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b) Maksimal kredit sebesar 500 juta. 
c) Jangka waktu untuk KUR modal kerja maksimal 3 tahun dan 
maksimal 5 tahun untuk KUR investasi. 
d) Agunan pokok adalah proyek yang dibiayai bank. 
e) Bank dapat meminta agunan tambahan bila dianggap perlu. 
14) Kredit Usaha Mikro Dan Kecil 
a) Kredit untuk peningkatan akses usaha mikro dan kecil 
terhadap dana pinjaman guna pembiayaan inivestasi dan 
modal kerja dengan persyaratan ringan dan terjangkau. 
b) Maksimal kredit untuk usaha mikro sebesar Rp 50 juta dan 
Rp 500 juta untuk usaha kecil. 
c) Pembiayaan sendiri minimal 20% dari kebutuhan modal kerja 
untuk KUMK modal kerja dan minimal 25% dari total biaya 
investasi untuk KUMK investasi. 
d) Jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 






5. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Pembantu Cilacap 
Bentuk struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Cabang Pembantu Cilacap mengikuti bentuk struktur organisasi yang ada 
pada Cabang Purwokerto, yakni struktur organisasi berbentuk organisasi 
garis, dimana wewenang turun dari atasan kepada bawahan secara 
langsung (hubungan dari atasan ditunjukan dengan pemberian tugas secara 
langsung), sedangkan hubungan dari bawahan kepada atasan dalam bentuk 
tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Cabang Pembantu/Branch Manager (J) 
Tugas dari Kepala Cabang Pembantu adalah : 
1) Memimpin kantor cabang pembantu di tempat kedudukannya dan 
bertindak untuk direksi dalam hubunganya dengan pihak ketiga di 
wilayah kerjanya yang berhubungan dengan usaha bank 
berdasarkan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. 
2) Mengelola keuangan, harta, dan kekayaan bank serta seluruh 
kegiatan cabang pembantu berdasarkan prinsip-prinsip 
ketatalaksanaan yang sehat, teratur, dan tertib administrasi sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan direksi. 
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3) Memimpin rapat komite kredit dan memberikan persetujuan kredit 
sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku. 
4) Menjamin pencapaian target yang ditetapkan dalam bidang kredit. 
5) Memastikan bahwa ekspansi kredit telah didasarkan atas evaluasi 
yang tepat dan cermat sesuai dengan prosedur. 
6) Membina hubungan baik dengan pihak luar yang terkait seperti : 
Pengadilan, Notaris, Badan Pertahanan Nasional, dll. 
7) Menjamin pencapaian kredit sesuai dengan akad kredit. 
b. Layanan Ritel (Ritel Service) 
Bagian ini merupakan kelompok kerja yang kegiatanya melayani 
nasabah yang datang ke loket kantor cabang pembantu dan 
mengadministrasikan transaksi loket. Layanan Ritel terdiri dari satu 
kepala unit Ritel yang membawahi tiga unit Ritel lainnya (Teller, 
Cutomer Service, dan Loan Service), berikut ini uraiannya: 
1) Kepala Unit Ritel (Supervisor) 
 Adapun tugas dari Kepala Unit Ritel : 
a) Memastikan realisasi target dana dan kredit KCP Cilacap 
tercapai : 
(1) Produk Dana : 
(a) Giro 
(b) Tabungan 




(2) Produk Kredit : 
(1) KPR RSH 
(2) KGU 
(3) KGU Platinum 
(4) KGM 
(5) Kredit lainnya 
b) Mengontrol transaksi Kas Besar awal hari dan akhir hari 
fisik uang dan rincian kas besar telah cocok tidak ada 
selisih. 
c) Melakukan supervise atas layanan transaksi tunai dan non 
tunai sesuai standar layanan frontliner. 
d) Melakukan supervisi atas administrasi pelayanan produk 
dan jasa serta pengkinian data cif sesuai ketentuan PBI 
tentang KYC. 
e) Mensupervisi & memastikan proses persetujuan KPR/Non 
KPR 7 hari kerja setelah berkas diterima lengkap. 
f) Mensupervisi proses kliring telah sesuai dengan aturan 
Bank Indonesia dan BTN. 
2) Teller service (Layanan Teller) 
Teller mempunyai tugas : 
a) Mengelola masuk dan keluarnya uang serta warkat kliring 
yang berasal dari nasabah. 
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b) Membuat pertanggungjawaban saldo kas dan daftar 
pertanggungjawaban teller pada akhir hari kepada kepala 
seksi pelayanan nasabah. 
c) Melakukan pemeriksaan penerimaan dan pembayaran tunai 
kepada nasabah kantor cabang pembantu dan kantor pos 
sesuai batas wewenang. 
d) Pengesahan atau validasi penerimaan dan pembayaran 
tunai. 
e) Pencetakan listing mutasi harian tentang penerimaan dan 
pengeluaran kas. 
3) Customer service (Layanan Nasabah) 
Customer service mempunyai tugas: 
a) Melakukan identifikasi kebutuhan nasabah. 
b) Memberikan informasi mengenai produk atau jasa BTN 
baik produk tabungan maupun kredit. 
c) Pembukaan rekening tabungan, deposito dan giro. 
d) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan 
dengan usaha kegiatan BTN seperti penyimpanan formulis, 
penjelasan pengisian formulir, penelitian atas kelengkapan 
dari isi formulir. 





4) Loan Service (Layanan Kredit) 
Loan service mempunyai tugas: 
a) Menerima permohonan kredit calon debitur. 
b) Melakukan wawancara dengan nasabah. 
c) Melakukan analisa kredit. 
d) Melakukan akad kredit. 
e) Menerima konsultasi dan klaim dari nasabah. 
f) Menangani masalah pelunasan kredit. 
c. Operation (Operasional) 
Bagian operasioanal merupakan suatu kelompok kerja yang 
bertanggung jawab terhadap proses pemberian kredit, mulai dari usaha 
menjaga dana sampai dana ditransfer ke developer dan dari debitur 
sampai akad kredit serta pemupukan dana dari masyarakat. 
Bagian operasional mempunyai unit kerja sebagai berikut : 
1) Transaction Processing (Pemrosesan transaksi) 
Tugas dari bagian ini adalah memproses transaksi-transaksi 
yang dilakukan oleh bagian kredit dan dana, selain itu juga 
bertugas melayani pemrosesan tabungan baru, permintaan 
tabungan, peng-entry-an data hasil transaksi, penyimpanan kartu 




2) Loan Administration (Administrasi kredit) 
Tugas dari bagian ini adalah melakukan penilaian terhadap 
calon debitur atau pemohon kredit, melakukan realisasi dan 
mengadministrasi kredit yang diberikan, memelihara dokumen 
kredit, serta hal-hal yang berkaitan dengan asuransi. 
3) General Branch Administration (Administrasi Umum) 
Tugas dari bagian ini adalah bertanggung jawab terhadap 
administrasi pekerjaaan kantor yang berkaitan dengan kepegawaian 
dan rumah tangga kantor yang meliputi gaji karyawan, melayani 
tamu yang dating ke kantor, pengolagan anggaran kantor cabang 
logistic, serta bertanggung jawab dalam pemeliharaan gedung dan 
keamanan kantor. 
d. Accounting and Controll (Akuntansi dan Kontrol) 
Bagian ini merupakan suatu kelompok kerja yang 
bertanggungjawab terhadap pengelolaan data keuangan yang akan 
digunakan oleh unit kerja lainnya untuk menunjukan operasional bank. 
Prinsip utama yang mendasari unit kerja ini adalah bahwa data yang 
diterima pada kesempatan pertama harus segera diproses sehingga 
dihasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan bermanfaat bagi 
bank. Bagian akuntansi ini berfungsi sebagai pengelolaan administrasi 
transaksi keuangan sampai ke buku besar dan rekening individual serta 
penyusunan dan penerbitan laporan keuangan cabang pembantu untuk 
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kepentingan intern, kepentingan kantor cabang, maupun ekstern bank 
itu sendiri. Bagian ini  dibagi menjadi dua unit kerja, yaitu : 
1) Bookeeping and Controll (Pembukuan dan Kontrol) 
Tugas dari unit ini adalah : 
1) Melakukan kontrol dari transaksi harian. 
2) Mengelola buku besar cabang pembantu. 
3) Mengelola pembukuan transaksi. 
4) Pembuatan jurnal transaksi. 
5) Melakukan pengkajian ketaatan transaksi. 
2) Financial Reporting (Pelaporan Keuangan) 
Tugas dari unit kerja ini adalah : 
1) Mempersiapkan laporan keuangan. 
2) Analisa laporan keuangan. 
3) Menerima dan mengecek kebenaran pelaporan BI dan 
kantor pusat. 
4) Memantau laporan jaminan dan dokumen kredit. 
5) Sistem informasi manajemen cabang. 
Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu 
Cilacap bagian Operasional dan Accounting & Controll dirangkap oleh 




PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
memiliki jumlah karyawan sebagai berikut : 
1. Kepala Cabang Pembantu : 1 orang 
2. Kepala Unit Ritel service : 1 orang 
3. Costumer Service  : 1 orang 
4. Teller    : 1 orang 
5. Loan Service   : 1 orang 
6. Processing merangkap : 1 orang 
Acc. & Controlling 
7 Satpam    : 1 orang 
8. Penjaga Malam  : 2 orang 
9. Pesuruh   : 1 orang 













Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 











Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
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B. LAPORAN MAGANG 
1. Waktu, Lokasi dan Penempatan Magang Kerja 
1) Waktu  : 1Maret 2010 s/d 30 April 2010 
2) Tempat : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Pembantu Cilacap Jl. A. Yani No. 391 Cilacap 
3) Penempatan :  
(a) Bagian Accounting & Controlling merangkap 
Bagian Operation. 
(b) Loan Service. 
(c) Costumer Service merangkap Bagian 
Pemasaran. 
2. Jadwal Magang Kerja 
Tabel 3.2  Jadwal Magang Kerja 
Hari Jam dan Keterangan 
 
Senin - Kamis 
 
a) 07.30 – 08.00 : Berdoa bersama dan Breafing. 
 
b) 08.00 – 12.00 : Waktu efektif kerja. 
 
c) 12.00 – 13.00 : Istirahat. 
 







a) 07.30 – 08.00 : Berdoa bersama dan Breafing. 
b) 08.00 – 11.30 : Waktu bekerja efektif. 
c) 11.30 – 13.00 : Istirahat. 
d) 13.00 – 16.30 : Waktu kerja efektif 
 
3. Kegiatan Magang Kerja 
Dengan persetujuan pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk Kantor Cabang Pembantu Cilacap, kegiatan magang kerja 
dilaksanakan mulai tanggal 1  Maret 2010 sampai dengan 30 April 2010. 
Magang kerja dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat. Di perusahaan 
mahasiswa dibimbing oleh Bapak Abdul Ghofur selaku Kepala Unit Ritel 
Service, beliau sebagai pembimbing lapangan magang kerja. Selama 
pelaksanaan magang kerja, mahasiswa ditugaskan untuk membantu 
pekerjaan bagian Loan Service, bagian Procesing & Acc, dan bagian 
Costumer Service selaku bidang pemasaran. Dibawah bimbingan ketiga 
bagian tersebut mahasiswa diberi arahan dan tugas yang harus dilakukan, 
dengan adanya pembimbing lapangan sangat membantu mahasiswa dalam 
melaksanakan berbagai tugas yang diberikan dan sangat membantu dalam 




Tabel 3.3  aktivitas magang kerja bulan maret-april 2010 














 Orientasi tempat magang kerja. 
 Mempelajari tugas-tugas yang diberikan. 
 Membantu memintakan tanda tangan 
persetujuan transaksi IBT dan SIBS kepada 
bagian Kepala Ritel. 
 Membantu memintakan cetakan transaksi 
kepada bagian kepala ritel. 
 Membantu memintakan tanda tangan 
laporan biaya dinas kepada Kepala Ritel. 
 Memfotokopi bukti transaksi ATM . 
 Memfotokopi bukti transaksi pengiriman 
uang. 
 Memintakan tanda tangan bukti pengeluaran 
operasional Bank BTN KCP Cilacap selama 
1 (satu) bulan kepada Kepala Ritel. 
 Meregister faxmile keluar. 
 Meregister faxmile masuk. 
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 Memfotokopi faxmile masuk untuk 
dijadikan arsip. 
 Meng-entry data penghasilan nasabah untuk 
dianalisis. 
 Membantu memintakan slip transaksi 
pembayaran kepada Teller untuk dibukukan. 
 Memfotokopi kwitansi (pembelian barang, 
biaya fotokopi, pembayaran, dll) sebagai 
bukti pengeluran untuk dibukukan. 
 Memasukan file ke dalam buku arsip 
(DHHP, DSDM, dll). 
 Memfotokopi Laporan Penilaian Obyek 
Kredit (Laporan OTS). 







 Menyusun form aplikasi pengajuan kredit 
KPR Griya Utama, KPR Griya Multi yang 
masing-masing terbagi menjadi dua yaitu 
kredit untuk Pegawai dan kredit untuk 
wiraswasta. 
 Membantu mengarahkan nasabah dalam 
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pengisian formulir pengajuan kredit. 
 Memfotokopi surat persetujuan KPR. 
 Meng-entry data debitur KPR. 
 Memfotokopi dokumen kelengkapan kredit. 
 Meregister dokumen kredit (No. dan tanggal 
SPH, penyerahan benda secara fidusia 
sebagai jaminan, surat kuasa 
memebebankan hak tanggungan) ke dalam 
buku tanda terima dokumen KCP Cilacap 
yang kemudian akan dikirim kepada Kantor 
Cabang Purwokerto untuk diteliti. 
 Meng-entry data nasabah kredit kedalam 
buku register realisasi kredit KCP Cilacap. 
 Membuat permohonan permintaan ID 
(informasi debitur) kepada Kantor Cabang 
Purwokerto untuk di mintakan ID ke BI.  
 Meregister faxmile keluar permohonan 
permintaan ID. 
 Meminta tanda tangan kepada Kepala Ritel 
untuk persetujuan permohonan permintaan 
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ID (Informasi Debitur) kepada Kantor 
Cabang Purwokerto. 
 Mengirim permohonan ID (informasi 
Debitur) kepada Kantor Cabang Purwokerto 
melalui faxmile. 
 Memasukan file faxmile keluar permohonan 
permintaan ID ke dalam buku arsip. 
 Membantu memintakan tanda tangan 
persetujuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) 
kepada Pimpinan KCP Cilacap. 
 Mengarsip dokumen dozier ke dalam buku 
arsip. 
 Memfotokopi tabel daftar kredit dan jumlah 
setoran per bulan. 
 Meregister dokumen agunan kredit 
(Setifikat Tanah, IMB, IPB, BPKB, dll) ke 
dalam buku tanda terima dokumen. 
 Meregister PK (perjanjian Kredit). 
 Membantu meminta tanda tangan dokumen 
pelunasan kredit. kepada Kepala Ritel dan 
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Pimpinan Kantor Kepala Cabang Pembantu 
Cilacap  
 Meregister data debitur dan jumlah kredit 
yang telah dicapai selama 1 (satu) bulan 
oleh Bank BTN KCP Cilacap. 










 Membantu membuat surat penawaran 
kerjasama untuk seluruh sekolah baik negeri 
maupun swasta SD, SMP, SMA se-
Kabupaten Cilacap. 
 Membantu mengantarkan cetakan Rekening 
Koran nasabah dari bagian Procesing 
kepada bagian CS. 
 Memasarkan produk tabungan maupun 










1. Jenis Produk Pembiayaan Perumahan (KPR) Yang Ditawarkan Oleh 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
serta keunggulan dan kekurangannya 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
menawarkan produk kredit pembiayaan perumahan sebagai berikut : 
a. KPR Subsidi 
KPR Subsidi merupakan kredit pembiayaan perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah maksimal Rp 2.500.000,- dan baru 
memiliki rumah, kredit ini diperuntukkan pembelian rumah yang di 
beli dari pengembang dengan jumlah maksimal kredit ≤ 55 juta, jangka 
waktu maksimal 20 tahun, sistem bunga anuitas, maksimal kredit tidak 
melebihi 1/3 gaji bersih. 
Kelebihan dari KPR ini adalah : 
a) Mendapatkan subsidi selisih bunga  : maksimal Rp 8.500.000 
b) Mendapatkan subsidi uang muka : maksimal Rp 8.500.000 
c) Jangka waktu lebih lama. 
Kekurangannya : 
a) Maksimal kredit hanya 55 juta 
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b) Dikhususkan hanya untuk masyarakat berpenghasilan ≤ Rp 
2.500.000,-, dan baru pertama kali memiliki rumah. 
b. KPR Griya Utama 
KPR Griya Utama merupakan kredit yang diperuntukkan pembelian 
rumah, baik rumah baru, rumah lama, ready stock, maupun indent 
dengan jumlah kredit maksimal antara >55 juta – ≤ 150 juta, jangka 
waktu maksimal 15 tahun, sistem bunga anuitas (dengan bunga 
komersil yang berlaku dipasar), maksimal kredit s/d 90% untuk debitur 
kolektif dan 80% untuk debitur non kolektif, dari harga jual setelah 
diskon harga pasar wajar berdasarkan taksasi appraisal, maksimal 
angsuran/bulan 70% dari penghasilan bersih setelah dipotong biaya 
hidup. 
Keuntungan dari KPR ini adalah : 
1) Jumlah kredit dapat mencapai > 55 juta – ≤ 150 juta. 
2) Apabila debitur kolektif bisa mendapatkan kredit 90% dari harga 
jual. 
Kekurangan dari KPR ini adalah : 
1) Bunga pasar/komersial. 




c. KPR Platinum 
KPR Griya Platinum meruipakan kredit dengan peruntukan pembelian 
rumah, baik rumah baru, rumah lama, ready stock, maupun indent 
dengan maksimal kredit > 150 juta, jangka waktu maksimal 15 tahun, 
sistem bunga anuitas (dengan bunga komersil yang berlaku dipasar), 
maksimal kredit s/d 90% untuk debitur kolektif dan 80% untuk debitur 
non kolektif, dari harga jual setelah diskon atau harga pasar wajar 
berdasarkan taksasi appraisal, maksimal angsuran/bulan sebesar 70% 
dari penghasilan bersih setelah dipotong biaya hidup. 
Kelebihan dari KPR ini adalah :  
1) Jumlah maksimal kredit bisa mencapai >150 juta. 
2) Apabila debitur kolektif bisa mendapatkan kredit 90% dari harga 
jual. 
Kekurangan dari KPR ini adalah : 
1) Bunga yang berlaku merupakan bunga komersil/bunga pasar. 






d. KP Ruko 
KP Ruko merupakan kredit dengan peruntukkan pembelian rumah 
toko, rumah usaha, rumah kantor, dan kios dengan nilai kredit bebas, 
jangka waktu maksimal kredit 15 tahun, sistem bunga anuitas (dengan 
bunga komersil yang berlaku dipasar), maksimal kredit s/d 70% dari 
harga jual setelah diskon atau harga pasar wajar berdasarkan taksasi 
appraisal, maksimal angsuran/bulan sebesar 70% dari penghasilan 
bersih setelah dipotong biaya hidup. 
Kelebihan dari KPR ini adalah : 
1) Nilai kredit bebas 
Kekurangan dari KPR ini adalah : 
2) Bunga yang berlaku bunga komersil/bunga pasar. 
3) Jangka waktu maksimal hanya sampai 15 tahun. 






2. Proses Dan Prosedur Pengajuan Kredit Perumahan (KPR) Yang 
Digunakan Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Pembantu Cilacap 
Sesuai dengan standar operasional prosedur yang digunakan oleh PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap dalam 
pengajuan kredit, maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Pembantu Cilacap memiliki proses dan prosedur pengajuan kredit sebagai 
berikut: 
a. Pemberkasan 
Pemberkasan merupakan suatu tahap awal dalam pengajuan 
kredit, pemberkasan meliputi berkas-berkas/dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan sebagai syarat dalam pengajuan kredit, pada tahap 
pemberkasan ini  merupakan tahap awal loan service berkenalan 
dengan calon debitur, sehingga pada kesempatan ini  loan service 
bisa saja menyakan beberapa hal penting pada calon debitur, seperti : 
pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, dll. Setelah calon 
debitur memasukan berkas-berkas permohonan kredit, loan service 
langsung memeriksa kelengkapan berkas tersebut, jika terdapat 
kekurangan maka loan service langsung memberitahukan kepada 
calon debitur untuk segera melengkapinya agar permohonan kredit 
cepat diproses.  
Kelengkapan syarat-syarat KPR pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap meliputi: 
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1) Syarat pengajuan kredit KPR untuk Pegawai : 
a) Form aplikasi pengajuan KPR 
(1) Form permohonan kredit perorangan 
(2) Surat keterangan instansi 
(3) Surat pernyataan dan kuasa 
(4) Surat keterangan mengenai rumah/developer yang 
akan dikaitkan dengan kredit 
(5) Surat kuasa pemotongan gaji/pensiun (bagi yang 
menginginkan angsuran langsung dipotong dari gaji 
bulanan) 
(6) Penunjukan penilai 
b) Foto kopi bukti diri suami dan istri (KTP, NIP, NRP) 
c) Pas foto suami dan istri (3x4) 
d) Fotokopi Kartu Kelurga (KK) 
e) Fotokopi surat nikah/surat cerai. 
f)   Fotokopi CPNS, SK I, SK terakhir dan TASPEN (CPNS, 
SK I, SK terakhir dan TASPEN asli diserahkan pada saat 
pengikatan kredit). 
g) Fotokopi Tabungan BATARA 
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2) Syarat pengajuan kredit KPR untuk wiraswasta : 
a) Form aplikasi pengajuan KPR 
(1) Form permohonan kredit perorangan 
(2) Surat pernyataan dan kuasa 
(3) Surat keterangan mengenai rumah/developer. 
(4) Surat keterangan dari kepala desa setempat 
(5) Surat keterangan penghasilan 
(6) Penunjuk penilai 
b) Foto kopi bukti diri suami dan istri (KTP, NIP, NRP) 
c) Pas foto suami dan istri (3x4) 
d) Fotokopi Kartu Kelurga (KK) 
e) Fotokopi surat nikah/surat cerai 
f) Fotokopi surat-surat ijin pendirian usaha (jika ada) 
g) Fotokopi Tabungan BATARA 
h) Keterangan perincian penghasilan. 
i) Kwitansi/Bukti transaksi usaha. 




Wawancara merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam 
proses pengajuan kredit, wawancara bertujuan untuk mengetahui 
watak/karakter calon debitur guna mengenal calon debitur, untuk 
mangetahui kebenaran data yang telah di tulis calon debitur didalam 
form pengajuan kredit, serta informasi-informasi lain yang sekiranya 
dibutuhkan. Dalam wawancara pertanyaan-pertanyaan yang biasa di 
tanyakan oleh loan service meliputi: 
1) Point-point penting yang ada pada form pengajuan kredit, seperti 
data pribadi pemohon, data suami/istri pemohon, data tentang 
pekerjaan, data penghasilan. 
2) Menanyakan kebutuhan kredit yang dibutuhkan oleh calon debitur 
(berapa jumlah yang dibutuhkan oleh calon debitur, dipergunakan 
untuk apa kredit tersebut, serta jangka waktu yang diinginkan calon 
debitur). Dalam kesempatan ini loan service memberitahukan 
kepada calon debitur tabel setoran yang harus dibayarkan tiap 
bulan. 
3) Menanyakan agunan yang akan dijadikan jaminan utang. 
4) Menanyakan jumlah tanggungan keluarga (anak, orang tua, 
ataupun saudara) 
5) Menanyakan kekayaan dan hutang-hutang lain yang dimiliki oleh 
calon debitur di bank ataupun lembaga kauangan lainnya. 
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6) Menanyakan perkembangan usaha calon debitur (jika seorang 
pengusaha). 
c. DUP (Daftar Usulan Pemohon) 
DUP (Daftar Usulan Pemohon) merupakan hasil keputusan 
sementara dari analisis yang dilakukan berdasarkan data yang ada, di 
dalam DUP memuat tentang keterangan tentang calon debitur (nama, 
alamat, No. rekening), jenis kredit/plafon kredit, jumlah kredit, serta 
jangka waktu kredit. 
d. SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) 
SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) 
merupakan keputusan final dari hasil analisis data yang telah 
dilakukan, SP3K di terbitkan setelah DUP disetujui dan ditandatangani 
secara syah oleh pejabat kredit (analis kredit, kepala unit ritel dan 
kepala cabang pembantu), begitu juga dengan SP3K yang nantinya 
disetujui dan ditandatangani oleh pejabat kredit. Di dalam SP3K 
memuat tentang rincian: 
1) Data calon debitur (Nama, Alamat, No. Rekening). 
2) Data penghasilan calon debitur setelah dikurangi biaya hidup. 
3) Jenis plafon kredit dan jumlah permohonan kredit.  
4) Jumlah angsuran kredit (disesuaikan dengan tabel angsuran 
yang ada). 
5) Biaya-biaya yang harus dikeluarkan calon debitur dalam 
pengajuan kredit (biaya notaris, provisi, dll). 
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e. Pengikatan Kredit 
Pengikatan kredit dilakukan dengan penandatangananan 
perjanjian kredit antara pihak calon debitur dengan pihak bank yang 
disaksikan oleh notaris dan developer rumah yang dibeli calon debitur. 
Sebelum menandatangani perjanjian kredit calon debitur diberi 
penjelasan secara detail tentang kredit yang calon debitur terima dari 
bank (seperti: plafon kredit/jenis kredit, jumlah kredit, angsuran kredit, 
biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dll), kewajiban calon debitur 
dalam membayar angsuran kredit, konsekuensi jika terjadi 
keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Setelah calon debitur 
menyetujui semua penjelasan tersebut, maka dilakukan 
penandatanganan perjanjian kredit, pada saat itu calon debitur resmi 
menjadi debitur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 
Pembantu Cilacap. 
f. Realisasi Kredit 
Realisasi kredit atau pencairan kredit dilakukan dengan cara 
peng-kreditan No. rekening yang telah dibuka oleh debitur, realisasi 























Gambar 3.15  Proses dan Prosedur Pengajuan Kredit 
Keseluruhan proses dan prosedur pengajuan kredit pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap membutuhkan waktu 7 hari. 
Namun dalam operasinoalnya masih terdapat keterlambatan proses hingga lebih 
dari 7 hari, hal tersebut terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) 













3. Analisis Kredit yang Digunakan Oleh PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
Sesuai dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengharuskan 
setiap bank mempunyai pedoman analisis guna menghindari adanya resiko, 
maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
menerapkan pedoman analisis dasar 5C yang kemudian dituangkan dalam 
laporan perangkat analisa kredit, dan laporan perhitungan kelayakan/skoring 
(credit scoring model) . 
Analisis yang dilakukan oleh loan service yang merupakan analis kredit 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
berdasarkan atas data informasi yang telah diperoleh melalui berkas-berkas 
yang telah diajukan oleh pemohon/calon debitur. Namun terkadang ada 
beberapa pemohon yang memalsukan informasi pada berkas-berkas 
permohonan kredit, maka loan service yang merupakan analis kredit 
melakukan pencarian data informasi dengan beberapa metode lain. 
Berikut ini beberapa metode lain yang digunakan  oleh PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap dalam 
memperoleh data informasi : 
a. Wawancara 
Wawancara dilakukan setelah calon debitur memasukan dokumen 
permohonan kredit kepada Loan Service. Wawancara bertujuan untuk 
mengetahui watak/karakter calon debitur guna mengenal calon debitur, untuk 
mangetahui kebenaran data yang telah di tulis calon debitur, didalam form 
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pengajuan kredit, serta informasi-informasi lain yang sekiranya dibutuhkan. 
Hasil wawancara akan dituangkan dalam sebuah laporan wawancara. 
b. OTS (On The Spot) 
OTS (On The Spot) merupakan kegiatan penilaian agunan calon debitur 
yang dilakukan oleh petugas Loan Administration/Administrasi Kredit guna 
mengetahui kebenaran agunan, legalitas agunan, layak atau tidaknya barang 
dijadikan agunan serta mengetahui harga pasaran agunan/harga taksasi bank. 
Untuk kredit perumahan (KPR) agunan berupa sertifikat rumah yang akan 
dibeli, selama kredit debitur belum lunas sertifikat tetap ditahan oleh pihak 
bank. 
On The Spot/Penilaian Agunan nantinya dituangkan dalam sebuah 
laporan penilaian agunan, didalam laporan penilaian agunan dapat diketahui 
harga pasaran/harga taksasi bank atas agunan, harga pasaran/harga taksasi 
bank tersebut dijadikan sebagai pedoman besarnya kredit yang dapat 
direalisasikan oleh bank. Besar kecilnya harga pasaran/harga taksasi bank 
atas agunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 
1) Letak agunan di desa/di pinggiran kota/di kota  
2) Umur agunan 
3) Kondisi agunan 
4) Bahan dasar agunan  




Jumlah kredit yang dapat direalisasikan oleh bank tergantung pada 
besarnya harga pasaran/harga taksasi bank atas agunan serta tergantung pada 
kondisi, letak, umur, dan bahan dasar agunan. Bobot tersebut dapat 
diklasifikasikan menjadi : 
1) 60% - 70% dari harga taksasi bank : untuk agunan yang berlokasi 
didesa/pinggiran kota, umur sudah lama, bahan dasar agunan yang biasa. 
2) 80% - 90% dari harga taksasi bank : untuk agunan yang berlokasi di kota, 
umur belum terlalu lama, bahan dasar agunan bagus, kondisi bagus. 
c. Informasi Bank to Bank 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam mencari Informasi 
calon debitur melalui bank to bank dapat dilihat dari SID (Sistem Informasi 
Debitur) yang diperoleh dari BI (Bank Indonesia). Didalam SID bisa dilihat 
karakter calon debitur, antara orang yang mempunyai karakter baik dan orang 
yang mempunyai karakter kurang baik. Dalam pemberian kredit oleh bank, 
ada dua jenis karakter orang yang perlu diwaspadai dan dihindari guna 
mencegah adanya kredit bermasalah, yang meliputi: 
1) Orang yang mempunyai kekayaan dan berpenghasilan cukup, tetapi 







2) Orang yang tidak sanggup membayar hutang karena penghasilan 
yang tidak mencukupi dan tidak mempunyai kekayaan. 
Melalui SID bank juga dapat melihat semua jumlah hutang  serta 
sisa hutang maupun jumlah angsuran yang dimiliki oleh calon debitur 
di bank ataupun lembaga keuangan lainnya.  
Setelah memeperoleh data informasi dari berkas-berkas yang telah 
diajukan oleh pemohon dan dari beberapa metode lain, barulah dilakukan 
analisis guna mengetahui layak atau tidak pemohon/calon debitur 
mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit dari bank. Dalam melakukan analisis 
kredit, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
menggunakan analisis dasar 5C yang meliputi : 
1) Analisis Watak/Karakter (Character) 
Analisis watak/karakter adalah analisis yang sangat penting guna 
mengetahui watak/karakter calon debitur, dalam menganalisis 
watak/karakter bisa dilihat pada saat wawancara bertatap muka langsung 
dengan calon debitur, melalui wawancara penganalisis kredit bisa 
mengetahui tingkat kejujuran calon debitur, selain dengan wawancara 
watak/karakter calon debitur bisa dilihat dari SID yang dimintakan dari 
Bank Indonesia (BI), melalui SID penganalisis kredit dapat mengetahui 
tingkat kemampuan calon debitur dalam melunasi hutang-hutangnya. 
2) Analisis Kemampuan (Capacity) 
Analisis kemampuan meliputi kemampuan calon debitur dalam 
membayar hutang-hutangnya, kemampuan dalam mengelola usaha (jika 
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calon debitur wiraswasta), kemampuan dalam mengelola keuangan 
maupun dalam menghasilkan pendapatan (financial). 
Cara mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar 
hutang-hutangnya bisa dilihat dari SID (dilihat lancar atau tidaknya 
calon debitur dalam membayar hutang-hutang sebelumnya) dan jumlah 
pendapatan bersih yang diterima oleh calon debitur, berikut cara 
menghitung pendapatan bersih guna mengetahui kemampuan nasabah 
dalam membayar hutang-hutangnya: 
 
a) Pendapatan    Rp 3.000.000,- 
b) Biaya hidup 
- B. Tanggungan Rp 1.200.000,- 
- B. lain-lain Rp    300.000,- 
+ 
  Total biaya   Rp 1.500.000,- 
                 - 
c) Pendapatan bersih   Rp 1.500.000,- 
 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 
Pembantu Cilacap menetapkan jumlah angsuran calon debitur maksimal 
70% dari jumlah total pendapatan bersih. Ini berarti calon debitur yang 
dikatakan mampu membayar angsuran hutang adalah calon debitur yang 
mempunyai pendapatan bersih 30% lebih banyak dari jumlah angsuran. 
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Maksimal angsuran kredit yang diperbolehkan: 
70% x Rp 1.500.000,- = Rp 1.050.000,- 
Untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola 
usaha (jika calon debitur seorang wiraswasta) bisa dilihat dari lamanya 
usaha yang sedang dijalankan, keberlangsungan usaha yang sedang 
dijalankan, dan perkembangan usahanya, serta melakukan analisa 
terhadap laporan keuangan usaha calon debitur dan bukti-bukti transaksi 
usaha calon debitur. 
3) Analisis Modal (Capital) 
Analisis modal merupakan analisis dengan melihat modal calon 
debitur, meliputi jumlah modal usaha, sumber modal, struktur modal, 
perkembangan modal usaha, angka ratio utang dibanding dengan modal 
sendiri. Pengukuran modal calon debitur bertujuan untuk mengetahui 
tingkat resiko yang dipikul oleh calon debitur, sehingga bank dapat 
menyesuaikan beban angsuran yang sesuai dengan kemampuan debitur. 
4) Analisis Kondisi/Prospek (Condition) 
Analisis kondisi berkaitan dengan kondisi usaha calon debitur serta 
prospek usaha ke depannya, hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
resiko gagal bayar calon debitur, khususnya calon debitur yang sumber 
pendapatannya berasal dari usaha sendiri/wiraswasta (pengusaha). 
5) Analisis Agunan (Collateral) 
Analisis agunan merupakan analisis penilaian terhadap agunan 
yang meliputi penilaian besarnya nilai agunan, legalitas agunan, serta 
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prospek marketability agunan (tingkat kemudahan mengkonversi agunan 
menjadi uang). Hal-hal tersebut dinilai karena agunan merupakan alat 
pengaman bagi bank bila suatu saat terjadi kredit bermasalah. Besarnya 
nilai agunan juga sebagai penentu besarnya kredit yang dapat di biayai 
oleh bank. 
Pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk 
CABANG PEMBANTU CILACAP menetapkan besarnya kredit yang 
dapat dibiayai maksimal 60% - 90% dari nilai agunan, besarnya nilai 
agunan tergantung dari beberapa faktor meliputi : Letak agunan di 
desa/di pinggiran kota/di kota, umur agunan, kondisi agunan, bahan 
dasar agunan, luas agunan, dll. 
Setelah dilakukan analisis dasar 5C, hasil analisis dituangkan kedalam 
dua laporan  guna memudahkan pejabat kredit lain (kepala unit ritel, kepala 
cabang pembantu) melihat dan menganalisa permohonan kredit calon debitur, 
laporan tersebut meliputi : 
a. Perangkat Analisa Kredit  
Didalam perangkat analisa kredit terdapat beberapa informasi mengenai : 
1) Data Pemohon 
Data pemohon diperoleh berdasarkan informasi dari berkas 
permohonan kredit yang kemudian disesuaikan dengan hasil 





2) Permohonan Kredit 
Permohonan kredit berisi tentang kebutuhan kredit yang 
diperlukan oleh calon debitur, penggunaan kredit tersebut, dan 
angsuran kredit. Besarnya permohonan kredit yang dapat 
direalisasikan oleh bank disesuaikan dengan besarnya nilai agunan dan 
jumlah pendapatan bersih yang diterima. 
3) Data Penghasilan 
Data penghasilan yang dimaksud yaitu penghasilan yang 
diperoleh oleh calon debitur baik penghasilan suami maupun istri, serta 
data biaya-biaya hidup (biaya rumah tangga, biaya pendidikan, biaya 
tanggungan, dll) yang dikeluarkan oleh calon debitur guna mengetahui 
pendapatan bersih yang dimiliki oleh calon debitur. Penghitungan 
pendapatan bersih bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon 
debitur dalam membayar angsuran tiap bulan. 
4) Legalitas Agunan 
Legalitas agunan merupakan pengakuan secara hukum kebenaran 
akan adanya agunan, hal ini bertujuan untuk memperoleh jaminan 
kepastian atas agunan, karena agunan merupakan alat pengaman bagi 
bank sehingga diperlukan adanya kepastian. 
5) Analisis Penilaian Kredit 
Analisis penilaian kredit dalam hal ini KPR, maka yang dinilai 
meliputi: lokasi perumahan, kenyamanan, lokasi agunan, jarak fasilitas 
sosial, jenis jalan lingkungan,, kondisi jalan, resiko banjir, kondisi 
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wilayah agunan, sarana dan prasarana, jumlah akses jalan 
keperumahan.  
 
b. Perhitungan Kelayakan/Skoring (Credit Skoring Model) 
Didalam perhitungan kelayakan, yang dinilai meliputi : 
1) Kemampuan Membayar (Ability To Pay) 
Kemampuan membayar calon debitur diukur dengan 
mempertimbangkan pendidikan, usia, penghasilan calon debitur. 
Pendidikan kaitannya dalam memperoleh pekerjaan guna jaminan 
memperoleh penghasilan serta kesadaran dalam memenuhi kewajiban 
dari calon debitur untuk membayar hutang, usia kaitanya dengan 
seberapa lama calon debitur mampu membayar hutang (jika usia sudah 
rentan penyakit tidak dibolehkan memperoleh kredit jangka panjang), 
penghasilan kaitanya dengan penghasilan bersih yang diterima oleh 
calon debitur guna mengukur seberapa besar kemampuan membayar 
angsuran. 
2) Kemauan Membayar Kembali (Willingness To Repay) 
Analisis terhadap kemauan membayar calon debitur diukur dari 
jarak tempat kerja dengan kantor Bank BTN, dan jarak antara tempat 
kerja dengan agunan, jarak dijadikan ukuran karena semakin jauh 
jaraknya semakin memakan waktu untuk menempuhnya maka dapat 
menyebabkan rendahnya kemauan calon debitur untuk membayar 
angsuran ke bank.  
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3) Kahandalan Agunan (Collateral) 
Kehandalan agunan dinilai secara ekonomis yaitu dapat dengan 
mudah dikonversikan dengan uang tunai (marketability) dan nilai 
agunan tersebut tidak mudah mengalami penurunan nilai/penyusutan 
secara drastis dan dinilai secara yuridis (legalitas) yaitu pengakuan 





















1. Produk pembiayaan rumah (KPR) yang ditawarkan oleh PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap adalah : 
a. KPR Subsidi 
b. KPR Griya Utama 
c. KPR Platinum 
d. KP Ruko 
Dari semua produk KPR yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap yang membedakan satu 
sama lain adalah jumlah kredit, sistem bunga dan jangka waktu, hal 
tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan 
masyarakat. 
 
2. Proses dan prosedur pengajuan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap meliputi : 
a. Pemberkasan 
b. Wawancara & OTS (on the spot) 
c. DUP (daftar usulan pemohon) 
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d. SP3K (surat penegasan pemberian  
e. Pengikatan  
f. Realisasi kredit 
Dilihat dari Proses dan prosedur pengajuan kredit perumahan (KPR) 
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Cilacap 
sudah cukup bagus dan persyaratan mudah. Namun dalam operasionalnya 
masih terdapat keterlambatan proses hingga labih dari 7 hari. 
 
3. Analisis kredit yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk Cabang Pembantu Cilacap adalah analisis 5C yag meliputi: 
a. Analisis watak/karakter (character) 
b. Analisis kemampuan (capacity) 
c. Analisis modal (capital) 
d. Analisis kondisis/prospek (condition) 
e. Analisis agunan (collateral) 
Analisis yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk Cabang Pembantu Cilacap sudah cukup bagus, setiap unsur yang ada 









1. Perusahaan sebaiknya menambah jumlah SDM bagian kredit untuk 
meningkatkan pelayanan kredit, agar proses pengajuan kredit tepat waktu 
atau tidak melebihi jangka waktu yang seharusnya yaitu 7 hari. 
2. Perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan analisis kepada 
calon debitur karena kredit perumahan merupakan kredit konsumsi dimana 
jumlah dari kredit tersebut bisa dibilang dalam jumlah yang cukup besar 
dengan jangka waktu yang cukup lama sehingga memilki tingkat resiko 
yang tinggi. Meskipun analisis yang telah dilakukan PT. Bank Tabungan 
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